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11 Unit Bus Hibah Kemenhub RI Segera Tiba di Kalsel, Tahun Depan akan 

Dilanjutkan 

 
Jajaran armada bus milik Kemenhub RI hanh akan dihibahkan untuk Perguruan Tinggi dan Ponpes di 

Kalsel  

 

Ketua KOmisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani membeberkan soal hibah bus untuk pemanfaatan 

Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula. Rencananya, ada tambahan lima bus dikirim ke Kalsel. 

“Mudah-mudahan, lima unit bus barang kali,” ujar ketua KOmisi III DPRT Kalsel H Sahrujani, 

Jumat (11/10). 

Dalam kunjungan kerja ke Kementrian Perhubungan Pemprov Kalsel, Sahrujani 

mempresentasikan hasil program Bus Rapid Transit (BRT) Banjarbakula selama ini sudah 

berjalan. 

Dari situ, Sahjurani menyebut Kementrian menilai program BRT Banjarbakula memiliki peran 

bagus dalam mobilitas masyarakat Kalsel. Terutama dalam hal tariff murah dan kenyamanan. 

Karena itu, kementrian berencana menambah lima buah bus lagi. 

Kabarnya lima bus tersebut diambil dari sejumlah provinsi lain yang belum terpakai. “Itu bukan 

bus bekas, tapi bus baru yang di sana tidak terpakai, karena belum dilengkapi fasilitas pendukung,” 

ungkap Sahrujani. 
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BRT Banjarbakula sendiri mulai beroperasi sejak 22 Mei 2019 lalu. Melayani rute pulang pergi 

BanjarmasinBanjarbaru, pagi dan sore. Saat ini ada lima unit bus yang beroprasi. Namun jika bus 

hibah tersebut sudah di kirim, maka BRT Banjarbakula punya 10 unit yang melayani rute tersebut. 

Tarif yang dikenakan pun hanya Rp5.000 per orang. Sementara untuk pelajar dikenakan tarif 

khusus, yakni Rp2.000 per sekali jalan. 

( Diringkas dari https://apahabar.com/2019/10/brt-banjarbakula-bakal-tambah-lima-unit-bus/ ) 

Sederet lembaga pendidikan baik perguruan tinggi maupun pesantren serta instansi pemerintah 

daerah di Kalsel tak lama lagi akan menerima bantuan hibah bus mini dari Kementrian 

Perhubungan RI. 

Total ada 11 unit bus mini dengan nilai hibah kurang lebih Rp 900 juta yang disiapkan Kementrian 

Perhubungan RI dan akan didistribusikan ke Kalsel. 

Dicat kuning, unit-unit bus ini diperuntukkan sebagai akomodasi transportasi pendidikan. 

Hal ini dibenarkan Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalsel, M Rifqinizamy Karsayuda saat 

dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Minggu (6/12/2020). 

Bantuan hibah tersebut menurut Rifqi merupakan realisasi dari program aspirasi yang 

diupayakannya di Komisi V DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementrian Perhubungan RI. 

"Melalui program Aspirasi ulun (saya) melalui Mitra Kerja Komisi V DPR RI, yaitu Kementerian 

Perhubungan RI, Inshaallah dalam waktu dekat, ulun (saya) akan menyerahkan Bus bagi lembaga 

pendidian tinggi, Ponpes dan Pemerintah Daerah di Kalsel," kata Legislator Fraksi PDIP ini. 

Dijelaskan Rifqi, dari 11 unit bus tersebut, 2 diantaranya akan diserahkan kepada Universitas 

Lambung Mangkurat (ULM) dan 1 unit untuk Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. 

Lalu, 1 unit untuk Pondok Pesantern Nurul Muhibin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan 

1 unit untuk Pondok Pesantren Nurul Musthofa di Kabupaten Tabalong. 

 

https://apahabar.com/2019/10/brt-banjarbakula-bakal-tambah-lima-unit-bus/
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Sisanya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kota Banjarbaru, 

Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 

dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing 1 unit. 

"Kabupaten/kota yang diberikan bus adalah mereka yang memiliki prestasi dalam tata kelola 

perhubungan darat," kata Rifqi. 

Ia juga menyatakan akan terus mengupayakan agar program bantuan hibah bus tersebut berlanjut 

di tahun-tahun mendatang.  

Sebelumnya di Tahun 2019, diketahui Rifqi juga sudah berhasil mengupayakan realisasi bantuan 

8 unit bus dari Kementrian Perhubungan RI untuk mendukung Program Bus Rapid Transit (BRT) 

Banjarbakula di Kalsel. "Ulun (saya) lagi memperjuangkan juga untuk tambahan armada bus BRT 

Banjarbakula," ungkapnya. 

( Diringkas dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/06/11-unit-bus-hibah-kemenhub-ri-

segera-tiba-di-kalsel-tahun-depan-akan-dilanjutkan ) 
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Catatan: 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 5 

Hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah daerah lainnya; 

c. Perusahaan daerah; 

d. Masyarakat; dan/atau 

e. Organisasi kemasyarakatan. 

 

Pasal 6 

Ayat (5) 

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) 

 

Pasal 7 

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan 

persyaratan paling sedikit: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan 

c. Memiliki sekretariat tetap. 


